
 
 

BUPATI BANJAR 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR  37  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan 
Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020, terdapat beberapa  perubahan Postur 

Anggaran yang telah ditetapkan cadangan Dana Alokasi 
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian 

dari anggaran transfer ke daerah Tahun Anggaran 2020;             

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana 

Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 ditentukan 
besaran pagu cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 

dan pengalokasian pada bidang tertentu berdasarkan kriteria 
umum dan kriteria khusus yang akan dilaksanakan oleh 
beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar; 

c. bahwa mengingat besarnya pagu anggaran yang 
dialokasikan dan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan 
kegiatan serta untuk memenuhi ketentuan pengadaan 

barang dan jasa maka perlu dilakukan perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pergeseran 

anggaran; 

d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 

84/KEP/B1/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi 
Khusus Nonfisik/Bantuan Operasional Keluarga Berencana 

(BOKB) Tahun Anggaran 2020 untuk Pencegahan dan/atau 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu 
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah melalui pergeseran anggaran; 
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e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan 
Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

pada Pasal 24A ditentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib 
menganggarkan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dalam 
tahapan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan/atau perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati;  

 
 

Mengingat                
     

:
              

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4268); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
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7.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan diantaranya menyebutkan bahwa Kebijakan 

keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6485); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 

tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 
Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 

2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 
2019 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 250); 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 678);   

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12); 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 
2019 Nomor 6); 

31. Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 

2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar 

Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 23); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 75 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana 

telah diubah dengan : 

a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 8); 

b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 12); 

c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 23); 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

 

1. Pendapatan :  

a. Pendapatan Asli Daerah  : Rp169.000.000.000,00 

b. Dana Perimbangan   : Rp1.149.091.909.153,00     

c. Lain-Lain Pendapatan yang sah : Rp410.756.650.037,00 

          --------------------------------- 

Jumlah Pendapatan    Rp1.728.848.559.190,00 
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2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung  

1) Belanja Pegawai   : Rp791.007.114.968,90 

2) Belanja Bunga   : Rp0,00 

3) Belanja Subsidi   : Rp0,00 

4) Belanja Hibah   : Rp86.463.167.800,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  : Rp4.879.700.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil  Kepada  
Provinsi/Kab/Kota dan 
Pemerintah Desa   : Rp7.275.051.870,00  

7) Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Provinsi/Kab/Kota 
Pemerintah Desa   : Rp331.707.494.400,00  

8) Belanja Tidak Terduga  : Rp99.657.592.300,00 

                                                                   --------------------------------- 

         Rp1.320.990.121.339,90 

b. Belanja Langsung  

1) Belanja Pegawai   : Rp106.397.317.977,00 

2) Belanja Barang dan Jasa : Rp322.027.062.353,00 

3) Belanja Modal   : Rp169.585.926.190,00 

                                                 Rp598.010.306.520,00 

Jumlah Belanja    Rp1.919.000.427.858,90 

Surplus/(defisit)                       (Rp190.151.868.668,90) 

 
3. Pembiayaan :  

a. Penerimaan    : Rp190.151.868.668,90 

b. Pengeluaran    : Rp0,00 
                                                    -------------------------------- 

Jumlah Pembiayaan Netto            Rp190.151.868.668,90 

Sisa lebih pembiayaan anggaran    Rp0,00 
tahun berkenaan       

                                                                                                                             
2. Mengubah Lampiran II, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 
 
 

       Ditetapkan di Martapura 
       pada tanggal 13 Juli 2020     

 
               BUPATI BANJAR, 

 

 
Ttd 

 

                                                                          KHALILURRAHMAN 
 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 13 Juli 2020        

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

 
Ttd 

 

 
                  MOKHAMAD HILMAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 37 
 


